
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR IVI TAHUN 2021 

TENTANG 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA 
K E R J A DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa u n t u k melaksanakan ke tentuan Pasal 4 ayat (1) 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pacitan sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 , kedudukan , 
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja 
Perangkat Daerah d ia tur lebih lan ju t dengan Peraturan 
Bupa t i ; 

b. bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a diatas, maka per lu menetapkan Peraturan 
Bupa t i tentang Kedudukan , Tugas, Dan Fungsi , Susunan 
Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu P intu Kabupaten Pacitan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana 
te lah beberapa ka l i d iubah te rakh i r dengan Undang-Undang 
Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

2. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana 
telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 Lembaran Negara T a h u n 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5887); 



4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 
Nomor 4) sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2021 Nomor 9). 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN 
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA K E R J A DINAS 
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU KABUPATEN PACITAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan. 
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P intu 

Kabupaten Pacitan. 
6. Un i t Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dis ingkat UPT Dinas adalah Un i t 

Pelaksana Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
P intu Kabupaten Pacitan. 

BAB I I 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

P a s a l 2 

(1) Dinas berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Bupa t i mela lu i 
Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas d ip imp in oleh Kepala Dinas. 

P a s a l 3 

Dinas mempunya i tugas memban tu B u p a t i melaksanakan u rusan bidang 
Penanaman Modal yang me l ipu t i Perencanaan dan Pengembangan I k l i m 
Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan, 
Kebijakan dan Informasi Layanan. 

Pasal 4 

Dinas da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i perencanaan dan pengembangan 
i k l i m penanaman modal ; 



b. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pengendalian penanaman modal; 

c. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i periz inan dan non periz inan; 

d. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan adminis tras i kebi jakan dan informasi layanan; 
dan 

e. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Bupa t i sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisai 

Pasal 5 

Susunan organisasi Dinas terd i r i dar i : 
a. Sekretariat; 
b. B idang Perencanaan dan Pengembangan I k l i m Penanaman Modal; 
c. Bidang Pengendalian Penanaman Modal; 
d. B idang Perizinan dan Non Perizinan; 
e. Bidang Kebijakan dan Informasi Layanan; dan 
f. UPT Dinas. 

BAB I I I 
S E K R E T A R I A T 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 6 

(1) Sekretariat berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(2) Sekretariat d ip imp in oleh Sekretaris. 

P a s a l 7 

Sekretariat mempunya i tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, 
pembinaan dan pemberian d u k u n g a n pelayanan admin is t ra t i f kepada se luruh u n i t 
organisasi d i l ingkungan Dinas yang me l ipu t i u m u m dan kepegawaian, keuangan, 
program, evaluasi, dan pelaporan. 

Pasal 8 

Sekretariat da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 7, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan; 
b. pemberian d u k u n g a n pelayanan adminis t ras i u m u m dan kepegawaian; 
c. pemberian d u k u n g a n pelayanan adminis tras i keuangan; 
d. pemberian d u k u n g a n pelayanan adminis t ras i program, evaluasi, dan 

pelaporan; dan 
e. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 9 
Sekretariat, t e rd i r i dar i : 
a. Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Keuangan; dan 
c. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan. 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 10 

(1) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris. 

(2) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 11 

(1) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat yang terkai t dengan u m u m dan kepegawaian. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran; 
b. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan r u m a h tangga; 
c. meny iapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan 

barang m i l i k daerah; 
d. meny iapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan 

kearsipan; 
e. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan 

protokol ; 
f. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian; 
g. memfasi l i tasi pembinaan j aba tan fungsional dan evaluasi kinerja 

Aparatur Sipi l Negara; dan 
h . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sub Bagian Keuangan 

Pasal 12 

(1) Sub Bagian Keuangan berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Keuangan d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 13 

(1) Sub Bagian Keuangan mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Sekretariat yang terka i t dengan keuangan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan 

keuangan, me l iput i : penyiapan dan pengelolaan administras i keuangan; 



b. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntans i dan 
pelaporan keuangan; 

c. mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan 
d. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Ke l ima 
Sub Bagian Program, Eva luas i , dan Pelaporan 

Pasal 14 

(1) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan d ip imp in oleh Kepala Sub 
Bagian. 

Pasal 15 

(1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkai t dengan program, 
evaluasi dan pelaporan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; 
b. me lakukan pemantauan dan evaluasi berkala; 
c. me lakukan pengelolaan data; 
d. me lakukan penyusunan laporan kinerja; dan 
e. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

BAB IV 
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN I K L I M PENANAMAN MODAL 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 16 

(1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan I k l i m Penanaman Modal berada d i 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan I k l i m Penanaman Modal d ip imp in 
oleh Kepada Bidang. 

Pasal 17 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan I k l i m Penanaman Modal melaksanakan 
sebagian tugas dinas yang me l ipu t i perencanaan penanaman modal dan 
pengembangan i k l i m penanaman modal . 

Pasal 18 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan I k l i m Penanaman Modal da lam 
melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 17, menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i perencanaan penanaman modal; 



b. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan adminis t ras i pengembangan i k l i m penanaman 
modal ; dan 

c. Pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 19 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan I k l i m Penanaman Modal terd ir i dar i : 
a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan 
b. Seksi Pengembangan I k l i m Penanaman Modal. 

Bagian Ketiga 
Seks i Perencanaan Penanaman Modal 

Pasal 20 

(1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan i k l i m 
Penanaman Modal. 

(2) Seksi Perencanaan Penanaman Modal d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 21 

(1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ik l im Penanaman 
Modal yang terkai t dengan perencanaan penanaman modal . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun program kerja dan kegiatan Seksi Perencanaan Penanaman 

Modal; 
b. mengumpulkan , mengoordinasikan dan menginventaris ir bahan 

penyusunan rencana u m u m dan rencana strategis penanaman modal; 
c. menyusun rencana u m u m dan rencana strategis penanaman modal; 
d. menyusun peta potensi dan peluang investasi; 
e. melaksanakan perumusan , merancang, mengklasif ikasi, menganalisis 

dan menyusun deregulasi penanaman modal ; 
f. melaksanakan fungsi advokasi pelayanan penanaman modal; 
g. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perencanaan 

penanaman modal ; dan 
h . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Seks i Pengembangan Ik l im Penanaman Modal 

Pasal 22 

(1) Seksi Pengembangan I k l i m Penanaman Modal berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan 
I k l i m Penanaman Modal. 

(2) Seksi Pengembangan I k l i m Penanaman Modal d ip imp in oleh Kepala Seksi. 



Pasal 23 

(1) Seksi Pengembangan I k l i m Penanaman Modal mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ik l im 
Penanaman Modal yang terka i t dengan pengembangan i k l i m penanaman 
modal . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun program kerja dan kegiatan Seksi Pengembangan I k l i m 

Penanaman Modal; 
b. menyusun dokumen penawaran investasi; 
c. menginventaris ir dan/atau membuat dokumen media promosi; 
d. meny iapkan bahan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang 

menjadi kewenangan Daerah; 
e. melaksanakan fungsi fasi l itasi penanaman modal ; 
f. menyiapkan bahan penetapan pemberian fasi l i tas/insenti f d i bidang 

penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah; 
g. melaksanakan pemberdayaan usaha dan kerjasama penanaman modal; 
h . melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan i k l i m 

penanaman modal ; dan 
i . melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

BAB V 
BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL 

Bagian Kesa tu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 24 

(1) Bidang Pengendalian Penanaman Modal berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidang Pengendalian Penanaman Modal d ip imp in oleh Kepada Bidang. 

Pasal 25 

Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunya i tugas melaksanakan 
penyusunan, pelaksanaan kebi jakan, dan pemberian b imbingan teknis, serta 
pemantauan dan evaluasi d i bidang pengendalian penanaman modal. 

Pasal 26 

Bidang Pengendalian Penanaman Modal da lam melaksanakan tugas sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pemantauan dan pelaporan 
penanaman modal ; 

b. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan adminis t ras i pengawasan dan pembinaan 
penanaman modal ; dan 

c. Pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh kepala dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 2 7 

Bidang Pengendalian Penanaman Modal te rd i r i dar i : 
a. Seksi Pemantauan dan Pelaporan Penanaman Modal; dan 
b. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal. 

Bagian Ketiga 
Seks i Pemantauan dan Pelaporan Penanaman Modal 

Pasal 28 

(1) Seksi Pemantauan dan Pelaporan Penanaman Modal berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal. 

(2) Seksi Pemantauan dan Pelaporan Penanaman Modal d ip imp in oleh Kepala 
Seksi. 

Pasal 29 

(1) Seksi Pemantauan dan Pelaporan Penanaman Modal mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal yang 
terkai t dengan pemantauan dan pelaporan penanaman modal . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menganalisis, membimbing , membagi tugas, menel i t i dan meni la i basil 

kerja bawahan; 
b. menyusun rencana kerja u r u s a n pemantauan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
c. menganalisis data penanaman modal , serta Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal (LKPM); 
d. mengolah data realisasi investasi penanaman modal; 
e. melaporkan dan menginformasikan realisasi n i la i investasi; 
f. melaksanakan pemantaun penanaman modal ; 
g. melaporkan kegiatan pelaksanaan moni tor ing dan evaluasi yang 

berka i tan dengan u rusan pemantauan; dan 
h . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas 

dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Seks i Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal 

Pasal 30 

(1) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal. 

(2) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 31 

(1) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal yang 
terkai t dengan pengawasan dan pembinaan penanaman modal . 



(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menganalisis, membimbing , membagi tugas, menel i t i dan meni la i basi l 

k iner ja bawahan; 
b. menyusun rencana kegiatan u rusan pengawasan dan pembinaan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 
c. menyusun bahan kebi jakan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan 

penanaman modal ; 
d. menganalisis dan mengkaj i u lang penanam modal yang menggunakan 

fasilitas sesuai ke tentuan perundang-undangan; 
e. merencanakan identi f ikasi permasalahan/hambatan atas realisasi 

pembinaan penanaman modal , per iz inan, dan non periz inan; 
f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penanaman modal; 
g. meny iapkan bahan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang 

menjadi kewenangan Daerah Kabupaten; dan 
h . Melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas 

dan fungsinya. 

BAB VI 
BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 32 

(1) Bidang Perizinan dan Non Perizinan berada d i pbawab dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidang Perizinan dan Non Perizinan d ip imp in oleh Kepala Bidang. 

Pasal 33 

Bidang Perizinan dan Non Perizinan mempunya i tugas melaksanakan penyusunan, 
pelaksanaan kebi jakan, dan pemberian b imbingan teknis , serta pemantauan dan 
evaluasi d i b idang per iz inan dan non periz inan. 

Pasal 34 

Bidang Perizinan dan Non Perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 33, menyelenggarakan fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pendaftaran dan verif ikasi; 
b. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pemrosesan dan penerbitan; dan 
c. Pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh kepala dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 35 

Bidang Perizinan dan Non Perizinan terd i r i dar i : 
a. Seksi Pendaftaran dan Verif ikasi; dan 
b. Seksi Pemrosesan dan Penerbitan. 



Bagian Ketiga 
Seks i Pendaftaran dan Verif ikasi 

Pasal 36 

Seksi Pendaftaran dan Verif ikasi berada d i bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala B idang Perizinan dan Non Perizinan. 
Seksi Pendaftaran dan Verif ikasi d i p imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 3 7 

Seksi Pendaftaran dan Verif ikasi mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bidang Perizinan dan Non Perizinan yang terkai t dengan pendaftaran 
dan verif ikasi. 
Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun program kerja dan kegiatan seksi pendaftaran dan verif ikasi; 
b. mener ima pendaftaran permohonan per iz inan dan member ikan informasi 

layanan prosedur per iz inan dan non per iz inan kepada pemohon sesuai 
standar pelayanan; 

c. menel i t i dan memveri f ikasi kelengkapan berkas permohonan perizinan 
dan non periz inan; 

d. melaksanakan ta ta admin is t ras i pendaftaran dan verif ikasi perizinan dan 
non periz inan; 

e. me lakukan evaluasi kegiatan d i seksi pendaftaran dan verif ikasi; 
f. melaksanakan pendampingan Online Single Submission (OSS); 
g. meny iapkan pelayanan per iz inan dan non periz inan secara terpadu 1 

(satu) p i n t u d i b idang penanaman modal yang menjadi kewenangan 
Daerah; 

h . menyerahkan naskah iz in / non iz in yang sudah d i tandatangani pejabat 
berwenang ke pemohon; dan 

i . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Seks i Pemrosesan dan Penerbitan 

Pasal 38 

Seksi Pemrosesan dan Penerbitan berada d i bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan. 
Seksi Pemrosesan dan Penerbitan d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 39 

Seksi Pemrosesan dan Penerbitan mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bidang Perizinan dan Non Perizinan yang terkai t dengan pemrosesan 
dan penerbitan. 
Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan seksi pemrosesan dan 

penerbitan; 
b. memi lah berkas permohonan iz in / non iz in dan menyusun jadwa l 

pemeriksaan lapangan. 
c. menyusun j adwa l pemeriksaan lapangan. 
d. melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama t i m teknis, menyiapkan 

berita acara basi l pemeriksaan dan menyusun laporan hasi l pemeriksaan 
lapangan; 



e. melaksanakan koordinasi dengan ins tans i terkai t da lam rangka 
pemrosesan per iz inan / n o n per iz inan; 

f. menyiapkan dan mencetak dokumen iz in / non iz in dan menyiapkan 
surat penolakan u n t u k iz in / non iz in yang t idak memenuhi syarat; 

g. me lakukan evaluasi kegiatan seksi pemrosesan dan penerbitan; dan 
h . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas 

dan fungsinya. 

BAB VI I 
BIDANG K E B I J A K A N DAN INFORMASI LAYANAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 40 

(1) Bidang Kebijakan dan Informasi Layanan berada d ibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidang Kebijakan dan Informasi Layanan d ip imp in oleh Kepala Bidang. 

Pasal 41 

Bidang Kebijakan dan Informasi Layanan mempunya i tugas melaksanakan 
penyusunan, pelaksanaan kebi jakan, dan pemberian b imbingan teknis, serta 
pemantauan dan evaluasi d i b idang kebi jakan dan informasi layanan. 

Pasal 42 

Bidang Kebijakan dan Informasi Layanan da lam melaksanakan tugas sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 4 1 , menyelenggarakan fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i kebi jakan layanan dan pengaduan 
masycirakat; 

b. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i informasi dan pelaporan layanan; 
dan 

c. Pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 43 

Bidang Kebijakan dan Informasi Layanan terd i r i dar i : 
a. Seksi Kebijakan Layanan dan Pengaduan Masyarakat; dan 
b. Seksi Informasi dan Pelaporan Layanan. 



Bagian Ketiga 
Seks i Kebijakan Layanan dan Pengaduan Masyarakat 

Pasal 44 

Seksi Kebijakan Layanan dan Pengaduan Masyarakat berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebijakan dan Informasi Layanan. 
Seksi Kebi jakan Layanan dan Pengaduan Masyarakat d ip imp in oleh Kepala 
Seksi. 

Pasal 45 

Seksi Kebijakan Layanan dan Pengaduan Masyarakat mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebijakan dan Informasi Layanan yang 
terkai t dengan kebi jakan layanan dan pengaduan masyarakat. 
Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan penyiapan bahan rencana kerja dan anggaran Seksi 

Kebijakan Layanan dan Pengaduan Masyarakat; 
b. me lakukan penyiapan bahan evaluasi peraturan perundangan d i 

b idang periz inan dan non periz inan; 
c. me lakukan penyusunan naskah pera turan perundangan d i bidang 

periz inan dan non per iz inan; 
d. me lakukan penyiapan penyusunan naskah perjanjian h u k u m 

periz inan dan non per iz inan; 
e. me lakukan fasil itasi pembahasan penyusunan peraturan 

perundangan d i b idang per iz inan dan non periz inan; 
f. me lakukan penyiapan bahan sosialisasi peraturan perundangan d i 

b idang periz inan dan non periz inan; 
g. me lakukan pengelolaan terhadap saran, masukan dan harapan 

masyarakat atas pelayanan per iz inan dan non periz inan; 
h . me lakukan penyiapan bahan koordinasi dengan u n i t kerja terkai t 

da lam rangka penanganan pengaduan; 
i . me lakukan penyusunan dan penyajian laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan Seksi sesuai dengan penetapan kinerja dan realisasi 
yang telah d i laksanakan secara berkala sebagai ben tuk akuntabi l i tas ; 

j . me lakukan penyimpanan dan pemel iharaan dokumen kegiatan Seksi 
Kebijakan layanan dan Pengaduan masyarakat; dan 

k. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Seks i Informasi dan Pelaporan Layanan 

Pasal 46 

Seksi Informasi dan Pelaporan Layanan berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Kebi jakan dan Informasi Layanan. 
Seksi Informasi dan Pelaporan Layanan d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 4 7 

Seksi Informasi dan Pelaporan Layanan mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Kebijakan dan Informasi Layanan yang terkai t dengan 
informasi dan pelaporan layanan. 
Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan penyiapan bahan rencana kerja dan anggaran Seksi 

Informasi Pelaporan Layanan; 



b. me lakukan penyiapan bahan/konsep/disain pengembangan sistem 
informasi manajemen pelayanan terpadu satu p i n t u dan pelaporan; 

c. mengumpu lkan data periz inan dan non perizinan l ingkup dinas 
secara manua l m a u p u n e lektronik agar tersedia data yang akura t ; 

d. meny iapkan pengelolaan data dan informasi periz inan dan non periz inan 
yang ter intergrasi pada t ingkat Daerah; 

e. me lakukan penyiapan bahan penyebarluasan data dan informasi 
periz inan dan non per iz inan; 

f. me lakukan moni tor ing dan evaluasi pelayanan data informasi 
periz inan dan non periz inan; 

g. me lakukan moni to r ing dan evaluasi pelaksanaan kebi jakan 
pengembangan sistem informasi ; 

h . me lakukan penyusunan dan penyajian laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan Seksi sesuai dengan penetapan kinerja dan realisasi 
yang te lah d i laksanakan secara berkala sebagai ben tuk akuntabi l i tas ; 

i . me lakukan peny impanan dan pemel iharaan dokumen arsip izin dan 
kegiatan Seksi informasi dan Pelaporan Layanan; dan 

j . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas 
dan fungsinya. 

BAB VI I I 

K E L O M P O K JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 48 
Pejabat fungsional berkedudukan d ibawah dan bertanggung jawab secara 
langsung kepada pejabat p imp inan t inggi pratama, pejabat administrator , 
a tau pejabat pengawas yang memi l i k i keterka i tan dengan pelaksanaan tugas 
Jabatan Fungsional. 
Pejabat fungsional memi l i k i tugas member ikan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahl ian dan keterampi lan ter tentu. 
Kelompok Jabatan Fungsional terd i r i dar i : 
a. pejabat fungsional keahl ian; dan 
b. pejabat fungisonal ke t rampi lan . 
Kelompok j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (3) dapat 
d ikoord in i r oleh seorang tenaga fungsional senior yang d i t u n j u k d iantara 
tenaga fungsional. 
J u m l a h tenaga fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i tetapkan 
sesuai k e b u t u h a n dan beban kerja. 

BAB IX 
UPT DINAS 

Pasal 49 

Pada dinas dapat d iben tuk UPT Dinas u n t u k melaksanakan kegiatan teknis 
operasional a tau kegiatan teknis penunjang te r tentu . 
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, serta 
Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i tetapkan 
dengan Peraturan Bupa t i tersendir i . 



B A B X 
TATA K E R J A 

Pasal 50 

Dalam ha l Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas 
d i laksanakan oleh Pejabat yang d i t u n j u k oleh Bupat i . 

Pasal 51 

(1) Da lam melaksanakan tugasnya, setiap p imp inan u n i t kerja dan kelompok 
jaba tan fungsional wajib menerapkan pr ins ip koordinasi , integrasi dan 
s inkronisas i ba ik dalam l ingkungan masing-masing m a u p u n antar u n i t kerja 
d i l ingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi la in d i luar 
organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap p imp inan u n i t kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan 
bi la terjadi penyimpangan agar mengambi l langkah- langkah yang d iper lukan 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ber laku. 

(3) Setiap p imp inan u n i t kerja bertanggung jawab memimp in dan 
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan member ikan b imbingan 
serta pe tun juk-pe tun juk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

(4) Setiap p imp inan u n i t kerja wajib meng ikut i dan mematuh i pe tun juk-
pe tun juk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya . 

(5) Setiap laporan yang d i ter ima oleh p imp inan dar i bawahan, wajib diolah dan 
d ipergunakan sebagai bahan u n t u k penyusunan laporan lebih lanjut dan 
u n t u k member ikan pe tun juk -pe tun juk kepada bawahan. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan 
laporan wajib d isampaikan pu la kepada organisasi perangkat daerah la in 
yang secara fungsional mempunya i h u b u n g a n kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap p imp inan u n i t kerja d ibantu oleh 
kepala u n i t kerja d i bawahnya dan dalam rangka pemberian b imbingan 
kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 

BAB X I 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 52 

S t r u k t u r Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu P intu 
sebagaimana t e rcantum da lam Lampi ran dan t idak terp isahkan dar i Peraturan 
Bupa t i i n i . 

BAB X I I 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 53 

Pada saat Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku, maka Pelaksanaan tugas dan 
fungsinya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu P intu tetap 
d i laksakan oleh Pejabat yang ada berpedoman pada Peraturan Bupat i Nomor 
62 T a h u n 2016 tentang Kedudukan , Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi serta 
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Pacitan sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Bupa t i Nomor 50 Tahun 2020 
sampai dengan d i l an t iknya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupat i in i . 



BAB X I I I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 54 

Pada saat Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku, maka : 
a. Peraturan Bupa t i Nomor 62 T a h u n 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan 

Fungsi , Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu P intu Kabupaten Pacitan; 

b. Peraturan Bupa t i Nomor 50 T a h u n 2020 tentang perubahan atas Peraturan 
Bupat i Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, 
Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu P intu Kabupaten Pacitan 

d icabut dan d inyatakan t idak ber laku. 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupa t i i n i dengan penempatannya da lam Beri ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

Pasal 56 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal g - /o - 2021 

BUPATI PACITAN 

INDRATA NUR BAYUAJI 
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal Q ^ [o 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

H E R U WIWOHO SP. 
B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 1^ t 
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TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI , SUSUNAN ORGANISASI , S E R T A TATA K E R J A DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN T E R P A D U SATU PINTU KABUPATEN PACITAN 
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